PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI JAMBI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

GUBERNUR JAMBI,

bahwa daerah aliran sungai merupakan kesatuan
ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang
terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air
maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam
pembangunan ekonomi masyarakat yang
berkelanjutan;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan
sumber daya air dapat diselenggarakan oleh
pemerintah daerah, dalam rangka mendukung
terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi
Jambi dewasa ini semakin memprihatinkan,
sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya
banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, krisis
air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada
perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
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Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5230);
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan  Kualitas Air dan  Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5230);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5292;

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.39/Menhut-1I/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
142;

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor
6);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN

DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI JAMBI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

PO

Provinsi adalah Provinsi Jambi.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Gubernur adalah Gubernur Jambi.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu
wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan
batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh
aktivitas daratan.

DAS Lintas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DAS Provinsi
adalah DAS yang secara geografis melewati lebih dari satu daerah
kabupaten/kota dan secara potensial dapat dimanfaatkan oleh lebih dari
satu kabupaten/kota, dan/atau DAS lokal yang atas usulan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan hasil penilaian ditetapkan
untuk didayagunakan (dikembangkan dan dikelola) oleh Pemerintah
Provinsi, dan/atau DAS yang secara potensial bersifat strategis bagi
pembangunan regional.

Instansi Terkait adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah non
Kementerian, Dinas-dinas pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sumber daya air, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

Karakteristik DAS adalah kekhasan yang dimiliki oleh suatu DAS yang
ditentukan berdasarkan besaran dan sifatnya dengan indikator biofisik,
sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Permasalahan DAS adalah kesenjangan antara kondisi yang terjadi
dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS yang meliputi aspek
bio fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah suatu proses penataan yang
mengintegrasikan kegiatan berbagai sektor terkait dalam jajaran
Pemerintahan bersama swasta, maupun dengan masyarakat dalam hal
perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta
pengendalian kawasan daerah aliran sungai mulai dari hulu sampai hilir
untuk kepentingan pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian
ekosistem kawasan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Bagian hulu daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam
kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang,
berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi,
merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau
melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya
terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.

Bagian tengah daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam
kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk
sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa
lainnya.

Bagian hilir daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan
daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai,
merupakan daerah endapan sediment atau alluvial.

Sumberdaya daerah aliran sungai adalah seluruh sumberdaya dalam
kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan sosial, ekonomi dan penopang system penyangga
kehidupan manusia maupun satwa lainnya.

Teknik konservasi tanah dan air adalah berbagai teknik yang diterapkan
untuk mengendalikan erosi sehingga mengurangi dampak in situ dan ex
situ, diantaranya dengan cara mempertahankan dan meningkatkan
penutupan vegetasi tetap, pengolahan tanah dan penanaman menurut
kontur, tanpa olah tanah, penanaman tanaman penutup tanah jenis
legume (legume cover crop, LCC), pengolahan tanah minimum, pembuatan
teras, penerapan sistem tanam campuran, pembuatan saluran
pembuangan air, dan pembuatan bangunan pengendali banjir, serta
penahan dan pengendali jurang, pembuatan sumur resapan, rorak,
embung air, penetapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa
tanaman untuk menutupi permukaan lahan.

Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di
daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan
lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga
dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing
kawasan daerah aliran sungai.

Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi yang
selanjutnya disebut Forum DAS Provinsi adalah lembaga koordinatif yang
beranggotakan berbagai pihak dan bersifat lintas sektor dalam mengelola
DAS regional.

Mekanisme Insentif dan Disinsentif adalah pengaturan tentang
pemberian penghargaan/kompensasi terhadap semua bentuk dorongan
spesifik atau rangsangan untuk mempengaruhi atau memotivasi semua
pihak terutama masyarakat, baik secara individu atau kelompok untuk
bertindak atau melaksanakan kegiatan dengan tujuan memperbaiki atau
menjaga kondisi DAS serta pemberian sanksi terhadap semua bentuk
tindakan yang mengakibatkan kerusakan DAS.

BAB II
MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman
dalam mengelola DAS Provinsi sebagai salah satu sumber utama kehidupan
manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3



